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 Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan 
fokus pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
Dana Desa di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten 
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Undang-undang 
ini memberikan kerangka hukum bagi desa untuk 
mengelola keuangan, termasuk dana untuk program 
bantuan sosial seperti BLT, yang didukung oleh 
peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait, dan 
peraturan Bupati Lombok Timur yang mengatur alokasi, 
besaran, dan kriteria penerima BLT. Studi ini mengkaji 
mekanisme implementasi BLT di Desa Gelora, yang 
mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor 
pertanian, serta mengevaluasi dampaknya terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. 
Implementasi di Desa Gelora menunjukkan adanya 
tantangan awal terkait transparansi yang memicu 
protes warga, namun kemudian mendapatkan 
penghargaan dari Kemendes PDTT atas keberhasilan 
penyaluran di tahun 2020. Program ini dinilai 
berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan 
daya beli masyarakat, meskipun potensi dampak negatif 
seperti kecemburuan sosial juga teridentifikasi. 
Tantangan utama yang dihadapi meliputi masalah 
transparansi, akurasi data penerima, potensi 
penyalahgunaan dana (merujuk pada kasus PKH di 
wilayah yang sama), serta koordinasi antarlembaga. 
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas, penguatan validasi data, 
sosialisasi program yang lebih baik, pengawasan yang 
ketat, peningkatan koordinasi, serta evaluasi dampak 
berkelanjutan untuk mengoptimalkan efektivitas 
program BLT sesuai amanat Undang-Undang Desa. 
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1. PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak penting dalam upaya 

desentralisasi dan pemberdayaan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan 
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kewenangan yang lebih besar kepada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak 

asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.1 Pemberdayaan ini mencakup otonomi dalam 

mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa.1 

Sejalan dengan semangat pemberdayaan ini, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi 

instrumen kebijakan sosial yang signifikan di Indonesia, terutama dalam merespons guncangan 

ekonomi, bencana alam, dan krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Program BLT bertujuan 

untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada rumah tangga rentan, menjaga daya beli 

mereka, dan mengurangi dampak negatif dari krisis tersebut.3 

Implementasi BLT dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menghadirkan studi 

kasus yang menarik tentang bagaimana kebijakan sosial yang terdesentralisasi bekerja di tingkat akar 

rumput. Proses ini melibatkan interaksi antara peraturan perundang-undangan nasional, pedoman 

di tingkat kabupaten, dan konteks sosio-ekonomi spesifik dari masing-masing desa. Penelitian ini 

berfokus pada Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk 

menganalisis secara mendalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui program 

Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Desa Gelora, yang terletak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 5, menjadi lokus penelitian ini untuk memungkinkan pemeriksaan yang terperinci 

dan bernuansa terhadap faktor-faktor lokal yang memengaruhi implementasi BLT. Kabupaten 

Lombok Timur, sebagai wilayah administratif di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki 

karakteristik sosio-ekonomi dan budaya tersendiri yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan hasil 

kebijakan nasional seperti BLT.5 

Permasalahan penelitian utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah menganalisis 

implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan fokus khusus pada 

program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. 

Ini mencakup pemahaman tentang kerangka hukum dan peraturan, konteks lokal, mekanisme 

implementasi, dampak pada masyarakat, dan tantangan yang dihadapi. 

Tujuan utama dari jurnal penelitian ini adalah untuk: 

● Menganalisis pasal-pasal relevan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dan peraturan turunannya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan program 

bantuan sosial, khususnya BLT. 

● Mengkaji peraturan nasional (peraturan pemerintah dan peraturan menteri) dan peraturan 

daerah (Peraturan Bupati Lombok Timur) yang mengatur implementasi BLT di tingkat desa. 

● Mendeskripsikan profil sosio-ekonomi Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok 

Timur. 

● Menginvestigasi mekanisme implementasi program BLT di Desa Gelora. 

● Mengevaluasi dampak positif dan negatif program BLT terhadap kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan keseluruhan Desa Gelora. 

● Mengeksplorasi studi kasus dan penelitian serupa mengenai implementasi Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 dan program BLT di desa-desa lain di Indonesia untuk analisis 

komparatif. 

● Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi selama implementasi program BLT di 

Desa Gelora. 
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2. KERANGKA HUKUM DAN PERATURAN 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meletakkan dasar hukum yang kuat bagi 

desa untuk menerima dan mengelola sumber daya keuangan, termasuk yang dapat dialokasikan 

untuk program bantuan sosial seperti BLT.1 Pasal 90 secara eksplisit menyebutkan berbagai sumber 

pendanaan kewenangan desa, termasuk Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui 

APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota.1 Selain itu, desa juga menerima Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima kabupaten/kota.1 Pendanaan ini memberikan landasan finansial bagi desa untuk 

melaksanakan berbagai program, termasuk inisiatif bantuan sosial. 

Pasal 91 mengamanatkan bahwa seluruh pendapatan desa harus masuk ke rekening kas desa 

dan penggunaannya harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).1 

Ketentuan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas fiskal di tingkat desa. Setiap 

pengeluaran, termasuk alokasi dana untuk BLT, harus secara formal dianggarkan dan disetujui 

melalui proses APB Desa, yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. 

Pasal 98 memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan bantuan 

keuangan kepada desa.1 Bantuan ini dapat bersifat umum atau khusus, di mana bantuan khusus dapat 

diperuntukkan dan dikelola untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, 

yang berpotensi mencakup program-program bantuan sosial seperti BLT. Hal ini membuka peluang 

bagi Desa Gelora untuk menerima dukungan finansial tambahan dari pemerintah daerah untuk 

program BLT di luar alokasi reguler Dana Desa dan ADD. 

Lebih lanjut, Pasal 100 mengatur alokasi belanja desa, menetapkan bahwa setidaknya 70% dari 

anggaran desa harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.1 Sektor 

pemberdayaan masyarakat ini secara implisit mencakup program-program bantuan sosial yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, sehingga memberikan 

dasar hukum yang jelas bagi Desa Gelora untuk mengalokasikan sebagian anggarannya untuk BLT. 

Pasal 106 kemudian mendelegasikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai 

pengelolaan keuangan desa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

negeri 1, yang mengindikasikan bahwa rincian prosedur keuangan terkait BLT kemungkinan akan 

ditemukan dalam peraturan menteri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan pelaksana utama dari UU No. 6/2014.1 PP 

ini menguraikan berbagai aspek terkait desa, termasuk pembentukan, organisasi, dan administrasi 

desa, serta prosedur rinci untuk pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 

106 UU No. 6/2014.1 Meskipun PP No. 43/2014 tidak secara eksplisit menyebutkan BLT, peraturan 

ini menetapkan kerangka operasional bagi desa untuk menerima, mengelola, dan 

mempertanggungjawabkan dana mereka, yang sangat penting untuk implementasi program apa pun 

yang didanai melalui anggaran desa. PP ini juga merujuk pada beberapa pasal UU No. 6/2014, 

termasuk yang berkaitan dengan masalah keuangan.1 

PP No. 43/2014 telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan tantangan yang berkembang dalam tata kelola desa. Salah satu contohnya adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 

43/2014.3 Perubahan-perubahan ini mungkin mencakup ketentuan atau klarifikasi khusus terkait 
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penggunaan dana desa untuk program bantuan sosial yang tidak secara eksplisit diatur dalam 

peraturan awal. Amandemen ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan 

kerangka peraturan guna mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

Di tingkat nasional, Kementerian Keuangan memainkan peran penting dalam mengatur 

pengelolaan keuangan negara, termasuk alokasi dan penyaluran Dana Desa. Peraturan Menteri 

Keuangan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana 

Desa 7 dan peraturan-peraturan sebelumnya (misalnya, PMK No. 60/2014 6) serta peraturan-

peraturan selanjutnya akan memberikan pedoman rinci mengenai batas alokasi untuk program-

program spesifik seperti BLT, prosedur pencairan dana dari pusat ke desa, dan persyaratan 

pelaporan yang harus dipatuhi oleh desa ketika menggunakan dana ini untuk bantuan sosial. PMK ini 

sangat penting untuk memahami aturan dan batasan keuangan khusus yang mengatur penggunaan 

Dana Desa untuk BLT, karena dikeluarkan oleh kementerian yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan anggaran negara. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 

secara khusus bertugas mengawasi pembangunan dan pemberdayaan desa. Kemendes PDTT 

kemungkinan akan mengeluarkan peraturan yang berfokus pada aspek operasional implementasi 

BLT di tingkat desa. Ini dapat mencakup pedoman tentang identifikasi penerima manfaat yang 

memenuhi syarat, mekanisme untuk mendistribusikan bantuan tunai (misalnya, transfer tunai 

langsung, transfer bank), dan pemantauan serta evaluasi efektivitas program di tingkat desa. 

Peraturan seperti yang berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa (misalnya, Permendes No. 

13/2020 8, Permendes No. 7/2023 9) juga relevan. Permendes PDTT memberikan panduan praktis di 

lapangan bagi desa untuk mengimplementasikan BLT, menjembatani kesenjangan antara kerangka 

hukum yang lebih luas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Desa dan peraturan keuangan yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. 

Di tingkat daerah, Peraturan Bupati Lombok Timur, khususnya Peraturan Bupati Lombok 

Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok 

Timur Tahun Anggaran 2020, secara khusus membahas pengelolaan Dana Desa di Lombok Timur 

untuk tahun anggaran 2020, sebuah periode yang ditandai dengan respons awal terhadap pandemi 

COVID-19.4 Peraturan ini secara eksplisit menyebutkan "Bantuan Langsung Tunai Desa" (BLT Desa) 

sebagai bentuk bantuan tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa, yang bersumber 

dari Dana Desa, untuk mengurangi dampak ekonomi pandemi.4 Peraturan ini kemungkinan 

menguraikan jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk setiap desa di Lombok Timur dan kondisi di 

mana dana ini, termasuk yang diperuntukkan bagi BLT, dapat digunakan. 

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis atas 

Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 memberikan pedoman 

teknis rinci untuk implementasi berbagai kegiatan yang didanai oleh Dana Desa di Lombok Timur 

untuk tahun anggaran 2024.10 Peraturan ini secara eksplisit berfokus pada penggunaan Dana Desa 

untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).10 

Peraturan ini menetapkan bahwa alokasi untuk BLT Desa dapat mencapai 25% dari total Dana Desa 

untuk setiap desa.10 Selain itu, peraturan ini menetapkan besaran BLT Desa sebesar Rp300.000,00 

per keluarga penerima manfaat per bulan.10 Peraturan ini juga menguraikan kriteria untuk 

menentukan keluarga penerima manfaat, memprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga 
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miskin yang berdomisili di desa, dan mencakup kategori seperti kehilangan mata pencaharian, 

keluarga dengan anggota yang menderita penyakit kronis atau disabilitas, rumah tangga tunggal 

lanjut usia, dan kepala keluarga perempuan dari keluarga miskin ekstrem.10 Peraturan ini juga 

mengindikasikan bahwa pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai referensi 

untuk menentukan penerima BLT dan bahwa daftar penerima harus dibahas dan disepakati dalam 

Musyawarah Desa dan diformalkan melalui Keputusan Kepala Desa.10 

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan keuangan desa di Lombok 

Timur.9 Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, administrasi, 

pelaporan, dan akuntabilitas keuangan desa.11 Meskipun tidak secara khusus berfokus pada BLT, 

prosedur dan prinsip yang diuraikan dalam peraturan ini akan berlaku untuk pengelolaan dana apa 

pun yang dialokasikan untuk BLT di tingkat desa, termasuk yang bersumber dari Dana Desa atau ADD. 

Peraturan ini menetapkan aturan dan tanggung jawab umum untuk pengelolaan keuangan di desa-

desa di kabupaten. 

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 memberikan pedoman bagi desa-desa 

di Lombok Timur untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahunan 

mereka untuk tahun anggaran 2024.9 Peraturan ini akan menguraikan proses, format, dan prioritas 

yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah desa ketika menganggarkan berbagai kegiatan, 

termasuk program wajib seperti BLT, yang seringkali merupakan pos pengeluaran yang signifikan 

bagi desa. 

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian 

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Alokasi Dana Desa 

dan Bagi Hasil Pajak untuk setiap Desa dan Pengaturan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa 

Tahun Anggaran 2024 merinci prosedur untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

pembagian pendapatan dari pajak daerah dan retribusi kepada setiap desa di Lombok Timur untuk 

tahun anggaran 2023.9 Peraturan ini juga mengatur implementasi transaksi non tunai bagi 

pemerintah desa.9 Memahami alokasi ADD penting karena ini merupakan sumber pendanaan lain 

bagi desa, yang berpotensi dapat digunakan untuk melengkapi alokasi Dana Desa untuk program 

seperti BLT. 

 

3. DESA GELORA: PROFIL SOSIO-EKONOMI 

Desa Gelora secara administratif merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sikur, 

Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.5 Lokasinya yang spesifik ini 

menempatkannya dalam hierarki administratif Indonesia. 

Menurut data dari tahun yang tidak disebutkan (kemungkinan terbaru, mengingat sifat aktif 

situs web), populasi Kecamatan Sikur (kecamatan tempat Gelora berada) adalah 5.727 jiwa, dengan 

2.839 laki-laki dan 2.888 perempuan.21 Ini menunjukkan distribusi gender yang relatif seimbang di 

tingkat kecamatan. Data yang lebih spesifik dari tahun 2014 menunjukkan bahwa Desa Gelora sendiri 

memiliki populasi sebesar 5.153 jiwa, terdiri dari 2.338 laki-laki dan 2.815 perempuan.22 Ini 

menunjukkan bahwa Gelora merupakan bagian signifikan dari populasi Kecamatan Sikur dan juga 

memiliki jumlah penduduk perempuan yang sedikit lebih tinggi. Melihat tren demografi yang lebih 

luas untuk Kecamatan Sikur, data dari tahun 2013 mencatat total populasi sebesar 68.214 jiwa 
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(30.763 laki-laki dan 37.451 perempuan).22 Ini mengindikasikan basis populasi yang lebih besar di 

tingkat kecamatan dibandingkan dengan Desa Gelora saja. Data populasi dari tahun 2020 untuk 

Kecamatan Sikur menunjukkan peningkatan lebih lanjut menjadi 79.023 jiwa (39.392 laki-laki dan 

39.631 perempuan) 23, menunjukkan populasi yang terus bertambah di wilayah tersebut dari waktu 

ke waktu. 

Secara geografis, Kecamatan Sikur pada tahun 2013 dicirikan oleh lahan kering yang signifikan 

(5.014 hektar) dan hutan negara (3.861 hektar), dengan area yang lebih kecil diperuntukkan bagi 

sawah beririgasi (2.813 hektar).22 Ini menunjukkan bahwa pertanian, kemungkinan berfokus pada 

pertanian lahan kering atau tanaman perkebunan, dan kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan 

merupakan sumber mata pencaharian penting bagi penduduk di wilayah tersebut, termasuk Desa 

Gelora. Data dari tahun 2012 menunjukkan bahwa Kecamatan Sikur memiliki 93 kelompok tani dan 

8 gabungan kelompok tani (Gapoktan). Di dalamnya, Desa Gelora memiliki 7 kelompok tani.24 Ini 

semakin menekankan pentingnya pertanian dan keberadaan kegiatan pertanian terorganisir di desa. 

Sebuah karya akademik tahun 2021 menyebutkan "lanskap alam dan kehidupan sosio-ekonomi yang 

unik dan menarik" di Desa Gelora.25 Ini mengisyaratkan potensi pariwisata atau kegiatan ekonomi 

berbasis alam lainnya di desa, meskipun sejauh mana sektor ini tidak dirinci. Penelitian yang berfokus 

pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Kecamatan Sikur, yang mencakup Desa Gelora, menyoroti 

adanya dinamika sosial dan potensi konflik dalam masyarakat.26 Ini menunjukkan bahwa kohesi 

sosial dan proses politik di tingkat lokal dapat memengaruhi implementasi dan penerimaan program 

seperti BLT. Sebuah studi tentang analisis biaya pengeringan tembakau di Kecamatan Sikur (tahun 

tidak disebutkan) mencantumkan Desa Gelora sebagai salah satu dari 14 desa di kecamatan 

tersebut.27 Ini mengindikasikan bahwa pertanian tembakau dan industri terkait mungkin merupakan 

komponen lain dari ekonomi lokal. 

Tabel 1: Profil Sosio-Ekonomi Desa Gelora, Kecamatan Sikur 

Indikator Tahun Nilai Sumber Snippet 

Populasi 2014 5.153 22 

Populasi Laki-laki 2014 2.338 22 

Populasi Perempuan 2014 2.815 22 

Kelompok Tani 2012 7 24 

Mata Pencaharian 

Utama 
2013 Pertanian, Kehutanan 22 

Potensi Pariwisata 2021 Ya 25 

 

4. IMPLEMENTASI DAN MEKANISME BLT DI DESA GELORA 

Implementasi BLT di Desa Gelora tampaknya merupakan proses yang kompleks, ditandai oleh 

kekhawatiran awal masyarakat tentang transparansi pada tahun 2020, diikuti oleh pengakuan 

nasional atas keberhasilan distribusi pada tahun yang sama. Keberlanjutan BLT-DD di Kecamatan 

Sikur pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan pentingnya program ini sebagai jaring pengaman 

sosial. Namun, dugaan penyalahgunaan dana PKH di wilayah tersebut menyoroti potensi kerentanan 
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dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial yang lebih luas. Respons Kepala Desa terhadap protes 

tahun 2020 mengindikasikan upaya untuk mematuhi peraturan dan memvalidasi data penerima, 

tetapi protes awal menunjukkan perlunya komunikasi dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik. 

Pendekatan multi-sektor untuk kesejahteraan sosial di Gelora, termasuk bantuan beras, 

menunjukkan bahwa BLT merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mendukung rumah 

tangga rentan. 

Pada bulan Mei 2020, ratusan warga Desa Gelora yang tergabung dalam "Aliansi Masyarakat 

Gelora Menggugat" (AMGM) melakukan protes di kantor desa, menuntut pengunduran diri Kepala 

Desa, Nurasmat.28 Isu utama adalah kurangnya transparansi dan dugaan ketidakadilan dalam 

penyaluran berbagai bentuk bantuan, termasuk dari tingkat pusat dan desa. Warga mengklaim telah 

berulang kali meminta data penerima bantuan tetapi tidak menerima respons dari pemerintah desa.28 

Mereka mengancam akan melaporkan masalah ini ke Komisi Informasi Publik jika tuntutan mereka 

tidak dipenuhi. Protes tersebut juga menyoroti keluhan mengenai kurangnya papan informasi publik 

yang merinci penggunaan dana desa untuk proyek pembangunan.28 Kepala Desa membantah tuduhan 

tersebut, menyatakan bahwa pengumpulan data untuk bantuan adalah tanggung jawab kepala dusun 

masing-masing.28 

Menanggapi protes tersebut, pada bulan Juni 2020, Kepala Desa Nursamat menyatakan bahwa 

penyaluran jaring pengaman sosial (JPS), yang kemungkinan mencakup BLT Dana Desa, dilakukan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.29 Ia menyebutkan bahwa data penerima yang diminta belum 

diberikan sebelumnya karena proses validasi yang sedang berlangsung untuk menghindari penerima 

ganda.29 Nursamat mengklaim bahwa semua kepala dusun, anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), dan perwakilan kelompok protes telah diundang untuk membahas validasi data penerima 

bantuan yang dimaksud, tetapi beberapa di antaranya tidak hadir.29 Ia memandang protes tersebut 

sebagai motivasi bagi pemerintah desa untuk meningkatkan tindakan dan pengambilan keputusan di 

masa depan dan menekankan bahwa lebih dari 2.500 kepala keluarga di Gelora telah menerima 

bantuan JPS dari berbagai tingkatan pemerintahan.29 

Pada akhir tahun 2020, Desa Gelora termasuk di antara 12 dari 14 desa di Kecamatan Sikur 

yang menerima penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Kemendes PDTT).30 Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas 

keberhasilan implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020, 

khususnya karena mendistribusikan bantuan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan 

undang-undang dan peraturan yang berlaku.30 Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala 

Kecamatan Sikur kepada para kepala desa.30 

Sebuah laporan berita dari bulan Agustus 2022 merinci dugaan bahwa seorang pendamping 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sikur, yang diidentifikasi dengan inisial SWT, diduga 

telah menyalahgunakan jutaan rupiah dana bantuan sosial milik seorang penerima manfaat 

(Keluarga Penerima Manfaat - KPM) dari Desa Gelora bernama Haerun.33 Haerun mengklaim tidak 

menerima dana PKH atau memegang kartu PKH-nya sejak tahun 2021.33 Laporan tersebut 

menunjukkan pola dugaan penyalahgunaan, karena pendamping PKH dilaporkan memberi tahu 

Haerun bahwa kartu ATM-nya belum siap dan kemudian, setelah Haerun mendapatkan buku 

tabungannya, saldonya jauh lebih rendah dari yang diharapkan, dengan bukti penarikan yang 

dilakukan oleh pendamping tersebut.33 Pendamping tersebut, ketika dihubungi, membenarkan 

kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pendamping lain di kecamatan tersebut telah mengalami 
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kasus serupa.33 

Sebuah berita singkat dari bulan Juli 2024 menyebutkan penyerahan beras yang ditujukan 

untuk keluarga miskin di Desa Gelora oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).34 Beras tersebut diterima 

langsung oleh Kepala Desa.34 Ini menunjukkan bahwa bentuk bantuan sosial lainnya, di luar transfer 

tunai langsung, juga diimplementasikan di Desa Gelora untuk mendukung penduduk rentan. 

Situs web Desa Sikur (kecamatan) mencantumkan kategori atau tag untuk "BLT-DD Tahun 

2022" (BLT-DD Tahun 2022).21 Ini mengindikasikan bahwa program BLT Dana Desa terus 

diimplementasikan di Kecamatan Sikur, termasuk kemungkinan di Desa Gelora, pada tahun 2022. 

Namun, kutipan tidak memberikan rincian spesifik tentang implementasi di Desa Gelora untuk tahun 

itu. 

 

5. DAMPAK BLT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA 

Tujuan utama program BLT, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kutipan 3, adalah untuk 

memberikan bantuan keuangan langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan untuk 

meringankan beban ekonomi mereka, terutama pada masa krisis. Bantuan ini dimaksudkan untuk 

membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan 

perawatan kesehatan. Studi dari daerah lain di Indonesia 36 menunjukkan bahwa program BLT dapat 

memberikan dampak positif seperti mempertahankan daya beli masyarakat penerima, berkontribusi 

pada penurunan tingkat kemiskinan (meskipun tingkat penurunan ini dapat bervariasi), dan 

memberikan stabilitas keuangan sementara kepada rumah tangga yang menghadapi kesulitan 

ekonomi. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa BLT dapat meningkatkan konsumsi barang-

barang penting seperti beras 44 dan membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.37 

Penghargaan yang diterima Desa Gelora pada tahun 2020 atas keberhasilan implementasi BLT Dana 

Desa 30 mengimplikasikan bahwa program tersebut kemungkinan dianggap memberikan dampak 

positif pada kesejahteraan masyarakat, setidaknya dalam hal penyaluran yang tepat waktu dan tepat 

sasaran. 

Namun, penelitian tentang program BLT dalam konteks lain menyoroti potensi konsekuensi 

negatif seperti terciptanya ketergantungan pada bantuan pemerintah, tumbuhnya budaya hak, dan 

munculnya kecemburuan atau kebencian sosial di antara individu atau kelompok yang tidak terpilih 

sebagai penerima manfaat.37 Protes yang terjadi di Desa Gelora pada bulan Mei 2020 28, di mana 

warga menuntut transparansi dan menuduh Kepala Desa tidak adil dalam penyaluran bantuan, dapat 

diinterpretasikan sebagai manifestasi kecemburuan sosial atau persepsi ketidakadilan dalam 

pemilihan penerima BLT. Satu studi 37 juga menyebutkan potensi BLT untuk menghambat upaya 

pembangunan lainnya jika sebagian besar dana desa dialihkan untuk bantuan tunai. 

Program BLT terutama dirancang sebagai jaring pengaman sosial untuk mengatasi kebutuhan 

mendesak dan mengurangi kemiskinan. Dampak langsungnya terhadap pembangunan desa jangka 

panjang, khususnya dalam hal infrastruktur, mungkin terbatas. Namun, dengan memberikan 

dukungan keuangan kepada rumah tangga rentan, BLT secara tidak langsung dapat berkontribusi 

pada pengembangan modal manusia (misalnya, dengan memungkinkan keluarga untuk membiayai 

pendidikan atau perawatan kesehatan) dan berpotensi merangsang aktivitas ekonomi lokal melalui 

peningkatan konsumsi. Satu kutipan 36 menyebutkan bahwa dukungan dari BLT-DD juga dapat 

membantu perekonomian masyarakat dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah 

(PAD), menunjukkan efek ekonomi yang lebih luas di luar penerima manfaat individu, meskipun ini 
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mungkin lebih berlaku di tingkat administrasi yang lebih tinggi daripada tingkat desa itu sendiri. 

 

6. STUDI KASUS KOMPARATIF 

Penelitian dari berbagai desa di seluruh Indonesia memberikan wawasan komparatif yang 

berharga mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan program BLT Dana 

Desa. Misalnya, sebuah studi di Desa Rancasenggang (Kabupaten Bandung Barat) 51 mengkaji proses 

sosialisasi UU No. 6/2014 dan mengidentifikasi tantangan terkait multi-interpretasi peraturan. 

Sebuah studi di Desa Manggar Raya (Kabupaten Banyuasin) 52 menemukan bahwa implementasi BLT-

DD secara umum berjalan baik meskipun ada beberapa kendala. Penelitian di Desa Botoreco 

(Kabupaten Blora) 53 menganalisis proses implementasi BLT-DD dan mengidentifikasi faktor 

pendorong dan penghambat, termasuk masalah terkait pengumpulan data dan alokasi anggaran. 

Yang sangat relevan adalah penelitian yang dilakukan di Desa Kotaraja, yang juga terletak di 

Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.54 Sebuah studi tahun 2020 di sana menganalisis 

masalah dalam distribusi BLT, mencatat masalah dengan sosialisasi, pemantauan, dan 

ketidaksesuaian data, yang menyebabkan program tersebut tidak selalu menjangkau penerima 

manfaat yang dituju. Ini menunjukkan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi di Gelora (seperti 

protes tahun 2020 terkait data) mungkin umum terjadi di tingkat kecamatan. 

Studi lain mengeksplorasi dampak BLT yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat di 

berbagai daerah 36, seringkali menemukan bahwa meskipun BLT dapat memberikan bantuan segera, 

kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang atau mengurangi kemiskinan 

secara signifikan diperdebatkan. Beberapa penelitian juga melihat efektivitas Dana Desa untuk BLT 

dan program bantuan sosial lainnya.37 

Studi juga mengkaji aspek spesifik implementasi UU No. 6/2014, seperti kesetaraan gender dan 

peran perempuan dalam pembangunan desa 57, yang meskipun tidak secara langsung berkaitan 

dengan BLT, memberikan konteks tentang bagaimana tujuan yang lebih luas dari UU Desa sedang 

ditangani. 

 

7. TANTANGAN DAN KENDALA DALAM IMPLEMENTASI BLT DI DESA GELORA 

Tantangan yang paling menonjol di Desa Gelora tampaknya terkait dengan transparansi dan 

keakuratan data mengenai penerima bantuan. Protes tahun 2020 oleh warga yang menuntut data 

penerima dan menuduh Kepala Desa kurang transparan 28 menyoroti ketidakpercayaan masyarakat 

yang signifikan terhadap proses tersebut. Meskipun Kepala Desa menyatakan bahwa data sedang 

divalidasi 29, protes awal menunjukkan bahwa komunikasi dan berbagi informasi dengan masyarakat 

tidak memadai. 

Dugaan penyalahgunaan dana PKH oleh seorang fasilitator di Kecamatan Sikur, dengan korban 

dari Desa Gelora 33, menimbulkan kekhawatiran tentang mekanisme pengawasan dan akuntabilitas 

program bantuan sosial di wilayah tersebut. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan BLT 

Dana Desa, insiden ini menunjukkan potensi kerentanan dalam sistem lokal untuk menyalurkan 

bantuan dan memastikan bantuan tersebut sampai kepada penerima manfaat yang dituju. 

Mengacu pada studi komparatif dan pengetahuan umum tentang implementasi BLT di 

Indonesia, Desa Gelora kemungkinan menghadapi tantangan umum lainnya seperti: 

● Keakuratan Data dan Penargetan: Memastikan bahwa BLT menjangkau rumah tangga 

miskin dan rentan yang benar-benar memenuhi syarat, dan mengatasi masalah keterlambatan 
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data, kesalahan, atau pengecualian. 

● Tantangan Logistik: Mendistribusikan bantuan tunai secara efisien, terutama kepada 

penduduk di daerah terpencil atau sulit dijangkau. 

● Kendala Anggaran: Desa mungkin menghadapi batasan dalam jumlah Dana Desa yang dapat 

dialokasikan untuk BLT, yang berpotensi tidak memenuhi kebutuhan penuh semua penduduk 

yang memenuhi syarat. 

● Pemahaman Masyarakat dan Dinamika Sosial: Memastikan bahwa masyarakat memahami 

kriteria dan implementasi program, dan mengatasi potensi masalah kecemburuan sosial atau 

konflik yang timbul dari pemilihan penerima manfaat. 

● Koordinasi dan Birokrasi: Menavigasi berbagai tingkatan peraturan dan berkoordinasi 

dengan berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam program. 

Studi di Kotaraja 54, juga di Kecamatan Sikur, menyebutkan masalah dengan sosialisasi 

prosedur dan kriteria BLT, pemantauan program yang tidak memadai, dan kurangnya kerja sama 

antara berbagai pihak yang terlibat, yang menyebabkan ketidaksesuaian data dan program yang tidak 

selalu tepat sasaran. Masalah-masalah ini kemungkinan juga relevan bagi Desa Gelora, mengingat 

kedekatan geografis dan konteks sosio-ekonomi yang serupa. 

 

8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui program Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, merupakan upaya penting dalam 

memberikan jaring pengaman sosial dan mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat rentan. 

Analisis kerangka hukum menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya 

menyediakan landasan yang kuat bagi desa untuk mengelola keuangan mereka dan mengalokasikan 

sumber daya untuk program-program kesejahteraan sosial seperti BLT.1 Peraturan di tingkat 

kabupaten, khususnya Peraturan Bupati Lombok Timur, memberikan panduan yang lebih spesifik 

mengenai alokasi, besaran, dan kriteria penerima BLT di wilayah tersebut.10 

Profil sosio-ekonomi Desa Gelora menunjukkan bahwa desa ini memiliki populasi yang cukup 

besar dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian.22 Kondisi ini menyoroti pentingnya 

program BLT dalam mendukung masyarakat yang mungkin rentan terhadap fluktuasi pendapatan 

musiman atau guncangan ekonomi lainnya. Implementasi BLT di Desa Gelora ditandai dengan adanya 

protes masyarakat pada awal tahun 2020 terkait transparansi dan keadilan distribusi bantuan.28 

Namun, desa ini kemudian menerima penghargaan atas keberhasilan implementasi BLT Dana Desa 

pada tahun yang sama 30, menunjukkan adanya perbaikan atau keberhasilan dalam mengatasi 

tantangan awal. 

Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial lainnya 

di wilayah tersebut 33 mengindikasikan potensi masalah dalam pengawasan dan akuntabilitas. Studi 

kasus komparatif dari desa-desa lain di Indonesia, termasuk Desa Kotaraja di kecamatan yang sama 
54, menyoroti tantangan umum dalam implementasi BLT seperti keakuratan data, sosialisasi program, 

dan koordinasi antar pihak terkait. 

Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi implementasi BLT di Desa Gelora dan konteks pedesaan serupa di Indonesia: 

● Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah desa perlu meningkatkan 

transparansi dalam semua tahap implementasi BLT, termasuk kriteria penerima, proses 
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seleksi, dan mekanisme penyaluran. Informasi ini harus mudah diakses oleh masyarakat 

melalui berbagai saluran komunikasi. Mekanisme pengaduan yang efektif juga perlu 

ditingkatkan untuk menanggapi keluhan atau pertanyaan dari warga. 

● Penguatan Validasi dan Pemutakhiran Data: Pemerintah desa harus secara berkala 

melakukan validasi dan pemutakhiran data penerima BLT untuk memastikan ketepatan 

sasaran. Proses ini dapat melibatkan partisipasi aktif dari kepala dusun, tokoh masyarakat, dan 

warga untuk meminimalkan kesalahan atau pengecualian. 

● Peningkatan Sosialisasi dan Pemahaman Program: Upaya sosialisasi yang lebih intensif 

diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan, kriteria, dan 

mekanisme BLT. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan desa, media sosial, atau saluran 

komunikasi lainnya yang efektif. 

● Pengawasan yang Lebih Ketat: Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap 

implementasi program BLT di tingkat desa untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau 

penyelewengan dana. Ini dapat melibatkan audit reguler dan mekanisme pelaporan yang jelas. 

● Koordinasi Antar Pihak: Peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah 

daerah, dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk memastikan implementasi BLT yang 

efektif dan efisien. Pertukaran informasi dan kerja sama yang lebih baik dapat membantu 

mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul. 

● Evaluasi Dampak yang Berkelanjutan: Evaluasi berkala terhadap dampak program BLT 

terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan perlu 

dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan program 

di masa depan. 

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan program Bantuan Langsung Tunai 

di Desa Gelora dan desa-desa lain di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan 

dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan serta 

pembangunan desa secara keseluruhan, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. 
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